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LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 20 TAHUN 2004 SERI: D

FERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 21 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTURAN, SUSUNAN DRGANISASI DAN TATAKERIA
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYTMAS,

Memimbang  : a. bahwa denpan telah  ditciapkanrva  Peracuran
Pemerintah Mosnor 8 Talien 2002 tentang Pedoman
Otganisasi Perangkal Dwerah maka tugas pokok,
fungsi, susunsn orgamisasi dan tata kerja Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Danyumas
schapaimanz cdimlur dalam  Peraturan  Dasrak
Kahupzten Baywmas Nomer 23 Tahun 2000
tentary, Pembentukan, Susunan Orpanisasi  dan
Tata Kerja Dimes Dacrah Kabupmen Bamyumas
sehagaimana  divkah dengan Peratuan Daersh
Kabupaten. Bapyumas Momor 3 Tahun 2002 sudah
tidak se=sumi Ingi;



Ilengimgal

. hahwa sehubungan dengan hal lersebut diatas, maka

perlu ditetapkan Peraturam Daemb  Kabopaten
Eanyumas femang  Pembentukan, Swsunan
Organisasi dan Tata Kerja Dimas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Banyumas. !

. Undang-undang Nomor 13 Tehun 1950 tentang

Fembenmian Daemhb-dgerah Kahupaten  Dialam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah:

. Undeng-undang Nomor 22 Tehien 1999 tentang

Femerinthan Dacrah (Lembaren Nepars Thbun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Mzpara
Nomer 3839,

. Peraturan Pemerintah Moo 16 Tabun 1994 entang

Jabatan Fungsional Pepawai Negeri Sipil
{Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22,
Tembahan Lembaran Negara Nomeor 3547

. Peraturan Pemerintah Nemor 25 Tihum 2000

tentang  Kewenanpgan Pemerintah Pusat dan
Kewenangan Propinst sehepai Dasrah Olonom
(Lembaran Megara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Leanbamn Negara Nomor 39520

5. Peraluran Pemerinsh Memor 8 Tahun 2003 tentany
Pedoman Orgenisasi Perangkat Daemh (Lembaran
Negara Thhun 2003 Nomor 14 Targbahan
Lemharan Negera Momor 4262);

G, Eemilusan Bersama Menteri Pendayvs gunaan
Aparatur Negara dan Menteri Dalam Megeri
MNomor: 01/SKB/M . PAN//2003 Momor 17 Tahun
2003 eomang Petunjuk  Peluksanaan Peraturin
Pemerintah Nomor & Tahun 2003 tentane Pedaman
Organisasi Peranghal Dacrah dan  Peraturan
Pemerintak: Nomor 9 Tahun 2003 tamkang
Wewenang Pengangkatan, Peminduhun dan
Pemberhentiun Pegawai Negeri Sipil;

Tengan persetujuan

DEWAN PERWAKIL AN RAKYAT DAERAH
EABUPATEN BANYUMAS

MEMUTUSK AMN:

Menelapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FEMHENTUKAN,
SUSUNAN ORGANISAS] DAN TATAKERJA DINAS

EEIMMUTANAN DAN PEREEBUNAN  KADUPATEN
BANYUMAS



BAR T
KETEMNTUAN UMUM
Pazal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dangan |

. Dacrah adalah Daerah Kabupaten Bamosmas,

2. Pemerintah Daerah adalah Permerinih Kabupaen Banyumas.,
Dewan Perwakilan Rakvat Diersh yang selanjutnya disebut
DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Dimerah Kabupaten
Eanvurnas.

. Bupeati adalah Bupati Bamyumas.

5. Sckretaris Dacrah adalah Sekretaris Daerah  Kabupaien
Bamywinas.

6. Thnas Kehutanan dan Perkebunan sdalah Dinas Kehatanan dan
Perketwmn Kabuparcn Banyumas.

7. Kepala Ddimas adalah Kepals  Dinss Kehutanan dan Perkebunan
Eahupaten Bamumas.

B. Unit Pelaksana Teknes  adalah unsur pelaksana sebagian mgas
Dinas Kehutanan dan Peckebunan yang memili wilayah kerja
satu atau beberapa kecamatan yang selanjulnya disebut UPT

9. Jabatan Fungsional adalsh kedmlukin yang memunjukkan mgas,
ngpung jawab, wewenang dan hak seorog  Pepawai Meper
Sipil dalam Sauan Orranisasi yang dalam pelaksanaan tugasova
didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta
bersifar mandird.

BABII

FEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Dacrah ini dibenmuk | Dimas  Febulanum

Perkebunan
BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POEOK DAN FUNGSI

FPasal 3

dan

Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah unsur pelaksana nugas ertentu
Pemerintzh Dacrah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah

dan berlizng gung jawab krpada Bupati melahul Sekretaris Taerth

Pasal 4

(1) Dinat Kehutanan dan Perkebunsn mempunvai tugas pokok

melaksanakan kewenangan di biding kehotanandan perkebunan

(2}  Untuk melaksanakan tugas pokok schagaimana dimaksud dalam ayat

(1} Dinas Kebutanan dan Perkeboan mempunysi fungsi:



